
MASALAH PELAYANAN SERTIFIKASI TANAH BPN JADI SOROTAN OMBUDSMAN

Selasa, 06 Maret 2018 - Rizki Arrida

Khusus di Kalimantan Selatan rencananya bertempat di Ruang Rupatama Gedung Utama Lantai III Mapolda Kalsel,
Jalan Letjend. S. Parman, akan menghadirkan seluruh kepala kantor BPN kabupaten/kota se-Kalsel, serta Ombudsman
RI Perwakilan Kalsel dan Kepala Kanwil BPN Kalsel, serta jajaran Polda Kalsel dalam sebuah video conference.

"Video conference ini bentuk koordinasi antara Ombudsman RI dengan Kementerian ATR/BPN menindaklanjuti nota
kesepahaman (MoU), terutama memudahkan penyelesaian laporan masyarakat yang disampaikan ke Ombudsman.
Tentu saja, untuk mempercepat perbaikan pelayanan publik bidang pertanahan." ucap Kepala Ombudsman RI
Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid saat mengecek kesiapan teleconference di Polda Kalsel, Selasa (6/3/2018).

Ia mengakui selama ini masalah pelayanan BPN menempati rangking tertinggi, karena banyak laporan masyarakat
menyangkut pelayanan soal pertanahan, termasuk di Kalsel. "Secara nasional, lebih dari 14 persen didominasi laporan
BPN. Proses penyelesaian laporan BPN juga relatif memakan waktu yang tidak cepat, sehingga seringkali menimbulkan
kekecewaan masyarakat.

"Tak hanya mengupas sejumlah laporan masyarakat, Ombudsman juga akan menyampaikan hasil survei kepatuhan UU
25 Tahun 2009 tengan Pelayanan Publlik, yang dilaksanakan pada tahun 2017 terhadap BPN seluruh Indonesia," ucap
Majid.

Ia menerangkan sejumlah kantor BPN yang pelayanannya bagus akan diberikan apresiasi. Sebaliknya, bagi kantor BPN
yang belum bagus atau belum standar karena belum patuh pada UU Pelayanan Publik, akan diberikan masukan
perbaikan. (jejakrekam)
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